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PENETAPAN
Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Olm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus
perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Dominikus Nono, umur 25 Tahun, Lahir di Liatoti pada tanggal 5
Agustus 1998 Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di
Naibonat RT.017/RW.008,Desa Naibonat Kecamatan Kupang
Timur, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Anggota TNI-AD, yang
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Oelamasi Nomor 96/Pdt.P/2023/PN OIlm tanggal 7 November 2023
tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 96/Pdt.P/2023/PN
OIm tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon
mengajukan permohonan pencabutan Permohonan secara lisan di
depan persidangan tertanggal 14 November 2023 dengan alasan
adanya kekurang surat bukti yang sangat substansi yakni Akta
Pengesahan Anak yang belum diurus untuk melengkapi surat bukti
dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan
tersebut diajukan sehingga tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan
pemeriksaan dipandang telah berakhir serta dinyatakan di cabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut cabut,
maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi
untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata Permohonan
Nomor 96/Pdt.P/2023/PN OIlm atas pencabutan permohonan tersebut;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan tersebut
telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perubahan nama dan tempat
tanggal lahir pada Akta Kelahiran tersebut;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk
mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor
96/Pdt.P/2023/PN Olm atas pencabutan permohonan tersebut;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Oelamasi
pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Afhan Rizal
Alboneh,S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 96 / Pdt.P /
2023 / PN OIlm tanggal 7 November 2023 Penetapan tersebut
dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka
untuk umum dengan didampingi oleh Lahibu Weni., sebagai Panitera

pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera, Hakim,
Ttd./ Ttd./
Lahibu Weni Afhan Rizal Alboneh,S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses ...cccoceeieneennnn. : Rp160.000,00;
2. PNBP ..o : Rp40.000,00;
3. Materai ...ccoeeeeveeiiiiiiiiieieeiii : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp210.000,00;

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)
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